
bahwa untuk | melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi I Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintshan iDaerah perlu mengatur tata cara
pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi
di lingkungan Peiuerintah Kabupaten Bombana dalam
bennik Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud padaj huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang! ! Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bombana;

Mengingat ! 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
pembentukan II Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan | Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi

Suawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
KeLerbukaan ^iilbmiasi Publik (Lenibaraii Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan || Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undang-Undang1 Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan |Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) I
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ata^lf
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Pasal 1
Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
^aerah adalah Kabupaten Bombana
'emerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

nyelenggara jPemerintah Daerah yang memimpin
>elaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi

tangan daerah otonom.
Jupati adalah Bupati Bombana.
jekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

'. Jombana.||

. >inas adalah Dinas Komunikasi.Informatika dan Statistik
ibupaten Bombana.

'erangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
)ewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

merintahan yang ir.enjadi kewenangon daerah.
adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan

anda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan,
^aik data, fakta maupun penjclasannya yang dapat
lilihat, didengar dan dibaca j^ng disajikan dalam

kemasan dan format sesuai dengan
>erkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
i lektronik maupun nonelektronik.
nfonnasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
lisimpan, dikelola, dikirim, dan/atau penyelenggara dan
jenyelenggaraani Badan Publik lainnya serta informasi lain
•ang berkaita^ dengan kepentingan publik..
Ocses Informasi adalah kemudahan yang diberikanl
Lepada. eeseorang atau masyarakat ^ntuk memperolehll

yang dibutuhkan.             J6  p.

KETENTUAN UM

^̂ RATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI INGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan jpaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengawasan dan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

itang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Vegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
:entang Pedomah Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi |Kementerian Dalam Negeri dan

'ntah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
2010 Nomor 245);

lerah  Kabupaten  Bombana Nomor 3
2016 tentang Pembentukan dan Susunan

^~at Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3)



ivediakan.  mengumpullcan.  mendokument^sikan
<jai 1  menyampaikan informasi  tentang kegiatan dan

^<; duk  unit   kerjanya  secara  akurat    dan  tidak
Le nyesatkan;   ||
lejnyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan

mpsrflc&ii bahan dan produk inform&si sec^ra
^pat waktu;

t le nberikan pelayanan informasi secara cepat dan ti
t& ^tu dengan biaya ringan dan cara sederhana.

II
S3UD, TUJUAN DAN RUANQ LINGKUP

Pasal 2
Pengelolaan Inform asi dan Dokumentasi

sudkan sebagai acuan bagi PPID dan PPID Pembantu
penyediaan, pengumDulan, oendokumentasian dan
nan informasi serta penetapan Pejabat Pengelola
lasi dan Dokuinentasi.

Pasal 3
Lan pengelolaan dan pelayanan Informasi bertujuan

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan
suara untuk bahan informasi publik.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurasntasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggung   |  jawabdalampengumpulan,
pendokumentaaian,    pcnyimpanan,    pemeliharaan,

penyediaan, distribusi  dan  pelayanan  informasi  di
Jngfcungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

ing selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah PPID
^-ang  berada  di  Lingkui^an Perangkat  Daerah yang
^ertugas membantu PPID Pemerintah Daerah.
\tasan PPID ^dalah pejabat yang merupakan atasan
^erangkat Daerah yang bersangkutan.
^engguna  Infonnasi   Publik  adalah  orang  yang

iggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam
ituran peruadang-undangan dan pelayanan informasi

idaiah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
^ombana kepada masyarakat pengguna informasi.
Jnohon informasi adalah warga Negara dan/atau
jadan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan
nformasi publik.
'engelolaan Dokumen adalah proses penemaan,
jenyusunan, ||   penyimpanan,pemeHharaan,

nggunaan,  dan  penyajian  dokumsn  sscara
itematis.   |

tuan  Opevasional  Prosedur  yang selanjutnya
iingkar (SOPi adaiah pedoman atau acuan i^ntuk
^laksanakan tugas dan pekerjaan sesuai d^ngan
it   penOaian   kinerja  instansi   pemerintah

^erdasarkan  ^ndikator  teknis  administrasif  dan
^rosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur keija
Ian sistem k

Ped

pelt
Infc

Pedp.



membantu pelaksanaan tugas PPID Utama serta
di lam rangka | mcmpermudah   peiayanan  dan

nyampaianinformasidibcntuk PPID Pcmbantu yang
rkedudukan || di   Perangkat    Daerah   Lingkup

'ID Pembantu'l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I
m erupakan pejabat yang melaksanakan tugas dan fun^^ I)

pafal7

|•ID Uiama sebagaimana dimaksud pada  ayaL (1)
fai rtanggungjawab kepada Bupati   melalui Sekretaris

lerah.

ingelolaan danl peiayanan infonnasi dan dokumentasi
d laksanakan oleh Perangkat Daerah.
Pi ngeiolaan dan' peiayanan informasi dan dokumentasi
st bagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sesuai
d< ngan pedomarj pengelolaan.
P^ ng^lolaan dan peiayanan informasi dan dokumentasi
sfjbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui

igiatan:J|

pengfclasifikasian informasi;
pendokumentasian informasi; dan
peiayanan informasl.

Pi doman pengclolaan dan peiayanan informasi dan
ddkumentasi  di  lingkungan Pemerintah  Daerah

lagaimana di^naksud pada ayat (3} tcrcantum dalam
npiran I Peraturan Bupati ini.

BAB N
PEJABAT PENGELOLA

.  Bagian Kesatu

Penetapan Pejabat Pengelola

Pasal6
^ikmengeioia  informasi  dan  dokumentasi

di ingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID
dt ngan Keputusan Bupati
PI ID  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat    (1)

rkedudukan di Din as.
p 'ED sebagaimana dimaksud ayat  (Ij   merupakan
PI 'ID Utama  ||;
Pi JID Uiama sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
melekat pada pejabat struktural Bidang Pengelolaan

iasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan

Lsal4
lingkup pengaturan dalam pengelolaan inform
dokumcntasijj    meliputi   pengelolaan  pelayan

tasi dan dokument^si, pejabat pengelola, koordin:
ata  kerja,  keberatan dan penyelesaian sengke

it inaan dan pengawasan, pelaporan serta pembiayaai

BAB III
NGELOLAAN PEIAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI



n linforma^i p

PPID di Perangkat Daerah dan memilild kompetensi di
b dang pengelolaan informasi publik dan dokumentasi
si ^rtapelaksanaah pelayananinformasi publik.
F ^D Pembami^j sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

* '  ' tpkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8
nan organisasi PPID Uiama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6ayat (I) terdiridari:
Ata^an PPID; | |
Dewan Pertimbangan;
Kctua PPID; ||;
Bidang bidang; dan
Kcsckrctaristari

S ruktur  organisasi  PPID Utama  sebagaimana
dj maksud pada jayat (1) tercantum dalam Lampiran II

iraturan Bupati ini

Pasal 9
lan organisasi PPID Pembantu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) terdiri dari :
Atasan PPID |
Ketua PPID Pembantu ;
Seksi Pengolahao Data;
Seksi Pelayanan Informasi

^t uktur  organisasi PPLD Pembantu sebagaimana
li naksud pada iiyat (1) tercantum dalam Lampiran II

-aturan  B^stiir.i.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 10
ras PPID Utama adaiah sebagai berikut:
Menyusun  || dan   melaksanakan  kebijakan
informasi dan dokumentasi;
Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi
dan dokumentasi;
Merigkcordinfisikan dan mengkonsclidssikan
peitgumpulaii bahan informasi dan dokumentasi
dari PPID Pembantu;
menyimpan, I mendokuinentasikan^ menyeaiakan

dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi
ke pada publik;
mdskukan || vcriiikasi bahan inibnnasi dan
dokumentasi kepada publik;
meiakukan laji konsckuensi ataa informasi dan

dokumentasi yang dikecualikan;
meiakukan If pematakhiran informasi dan

dokumentasi; pan
menyediakari]  informasi ftan dokumentasi untuk

diakses oleh masyaxakat.
tjmgsi PHD Utama yaitu :

penghimpun |informasi publik dari seluruh Pcrani



Daerah;
penataan dan penyimpanan infonnaai pubiik yang di
peroleh dari sehmih Perangkat Daerah;
pdaksanaan|| fconsultasi  inforrnasj   pubiik  yang
termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi
yang terbukajuntuk pubiik; dan
memi^suitasi penyelesaian sengketa informasi.

ewenang PPIDj Utama yaitu;
menolak memberikan informasi dan dokumentasi
yang  dikecualikan  sesuai  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
meminta  dan  memperolehinformasi " dan
dokumentasi]| dari PPID pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya;
Mengkoordinasikan pemberian pelayanan infonnasi
dan dckurnentasi dengan PP1D Pembantu yang
menjadi cakupan kerjanya;
Menentukan jatau menet&pkan suatu informasi don

dokumentasi yang dapat diakses oieh pubiik;
Menugaskanjf PPID Pembantu dan/atau Pejabat

Fungsional untuk mcmbuat, mengumpulkan^ serta
memelihara |informasi dan dokumentasi untuk
kebutuhan organisasi.:

Pasalll
igas dan Fungsi FPID Pembantu yaitu mengelola dan

lyani informasi pubiik serta dokumentasi di Satuan
;rjanya yang meliputi :

Mc^bantu | PPiD  Utaraa    mclaksanakan
tanggungfawab, tugas, dan kewenangannya; ;
Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada
PPID Utama dilakukan paling sediMt 6 (enam) bulan
sekali atau seauai kebutuhan;
Mclakssnakan kcbijakan tcknis infonnasi dan
dokumentasi I! sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;  ||
Menjamin ketersediaan dan aksclerasi layanan
informasi dai^ dokumentasi bagi pemohon informasi
secara cepat, tepat, berkualitas . dengan
mengedepankan prinsipi-prinaip pelayanan prima;
iTJcr.gUT^pulkan, mcngolsh dan tncr.goptirrialkan
bahan dan || Ungkup komponen dilingkungan
Kementrian Dalam Negeri/Perangkat Daerah
dilingkungan | Pemerintah Daerah masing-masing

menjadi bahan informasi pubiik; dan
menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan
teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai
kebutuhan. ||

Sc Iain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) PPID
Pt mbantii khuBusnya sekertariat  DPRD bertugasTtuk:      . ii      .

meny^mpaikant memmtaj mengelola^ menyimpan I
informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai^
peraturan perundang-undangan; dany jj^j



13
Pi doman mengenai SOP PPID sesuai peraturan

rundang-undangan,

F< doman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud
ida ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan
bagai berikut: | |

Kejciassn tcritang pejabat  yang ditunjuk sebagai
PPID Utama'dan PPID Pembantu;
Kejeiasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat
fungsiona]    dan/atau petugas  informasi  apabila
diperiukan;j j
Kejeiasan pcnibagian tugas, tanggungjawab, dan
kewenanganjl atasan PPID, PPID Utama, PPID
Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat
Fungsional; | |
Kejeiasan tentang pejabat yang menduduki posisl
sebagai atasan PPID yang bertanggungjawab
mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang
diajukan ole^^ Pemohon Informasi Publik;
Standar layanan infonnasi publik scrta tata cara
pengelolaan || keberatan dilingkungan Pemerintah
Daerah; danjj
tatacara pembuatan laporan tahunan tentang
Layanan Informasi Publik,

dam penyusuiian SOP PPID Pemerintah Daerah
m engacu kepada^ Peraturan Menteri Dalam Negeri yang
m cngatur tentang Standar Opcrasional Proscdur
di ingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jpasal 14
ds-jenis SOP ^pPID, antara Iain

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;t
SOP Pcngaj-Jan Keberatan Informasi Publik;I
SOP Penyusunan dan Pengumuman DaftarM

mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi
kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan
dokumentasi yang dapat diaksea oleh publik.

I BAB V
KOORDINASI DAN TATA KERJA

[pasal 12
ilam melaksanakan tugasnya atasan PFID Pembantu
ijib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
lkronisasi  baik intern maupun antar  Perangkat

Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Atasan  PPID ;bertHiiggungjawab  memimpin  dan
m^ngkoordinasikan bawahannya dan  memberikan
bimbingan dan petunjuk dalam rangka pengelolaan dan

layanan informasi dan dokumentasi.
Jam rangka mengeioia dan memberikan informasi

In pada   masyarakat/pengguna   informasi,   PPID
6i n/atau PPID Tcmbantu dapat bcrkoordinasi dengan

itansi terkait, dan non pemerintah.



informasi Pubiik; dan
a^ SOP Uji Konsekuensi.
?i 'nnat SOP tercantura pada Lampiran ffl.

. ,.I BAB VII

KI^BERATAN DAN FENYELESAIAN SENGKETA

[pasal 15
iap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan
•am tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan

b rikut:||
Pcnolakan atas pcrmintaan informasi;
tidak disediakannya informasi berkala;
tidak ditanggapinya pem^fntaan infonr.asi;
permintaan ||   informasi    ditanggapi    tidak
sebagaiman^ yang diminta;

tidak dipcnuhinya pcrmintaan inibrmasi;
pengenaan biayayang tidak wajar; dan/atau
penyampaiah  informasi yar.g  melebihi waktu
yang ditetapkan-
an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sa mpai  dengan r huruf  g  dapat  diselesaikan secara
Ui oleli kedua belali pihak.

j^asal 16
'beratan diajukan oleh Pemoiion Iniormasi ^^̂ ^^rn
igka waktu paling tambat 30 (tiga puhih) hari kerja
telah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud

d^ lam Pasal 15 ayat (1).
AUsan PPID memberikan tanggapan atas keberatan
yi ng diajukan {>leh Pemohon Infonnasi dalam jangka

i iktu paling lambat 30 (tiga puluh] hari kcrja scjak
;rimanya keberatan aecara tertuli

jPasal 17
lya  penyelesaian  Sengketa  infonnasi . Pubiik

di yukan kepada Komi si  Informasi  Daerah apabiia

iggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak
muaskan Pemohon Informasi.
a cara pcngajuan keberatan dan penyelesaian

st ngketa informasi  dilaksanakan sesuai ketentuan
raturan perundang-undangan.

SABVTir
PEMBINAArT DAN PENGAWASAN

]pasal 18
ekretaris   Daerah  melalui  Dinas    Komunikasi
iformatika da^̂  Statistik melakukan pembinaan dan

pxigawasan   |Jdalam  rangka   penyelenggaraan,
p^ngelolaan, pendokumentasian  serta  pelayanan
ii formasi pubiik.
F^mbinaan danjl pengawasan sebagaimana diinaksud
p ada   ayat   |(1)dilakukan  dalam  bentuk |
p sndarapingan/supervisi, pendidikan pelatihan da /

sialisasL7 H



.".

dengan
Bombana

ia
(C018

ketentlJan penutup
Pasal 21

in Bupati in^ mulai berlaku tanggal di undangkai
.etiap  orang  meng^tabuinya,    " ' ™ ™

dan
ng sah

p
intu dibebankan pada Anggaran Pendapata
a Daerah Kabupaten Bombana dan sumber lain y

Pasal 19

Pembaritu  menyampaikan  laporan  atas
^laksaiiaan tiigasnya kepada PPID Utama.
PID Utama menyampaikan laporan atas pelaksanaan
ngelolaan  || dan  pelayanan informasi  kepada

iekretaris Daerah.

raporan  sebagaimana dimaksud pada ayat     (1)
leliputi:||

Jumlah permintaan informasi yang diterima;
Waktu yang' diperlukan dalam memenuhi setiap
permintaanlinformasi; dan
Jumlah pemberian dan penolakan atas permintaan
informasi. ||
jumlah sengketa informasi

-aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
Ian ayat (3) dijadikan bahan evaluasi dan pembinaan
bih lanjut ole^^ Sekretaris Daerah.

lasil evaluasi |sebagaunana dimaksud pada ayat (4)

kan kepada publik.

BABX
PEMBIAYAAN

Pasal 20
atas pelaksanaan tugas PPID Uta
ibbkd AP



PENDAHULUAN

CANG|
lasi merupakan salah satu hak asasi

menjadi kebutuhan setiap orang dalam angka
i diri pribadi maupun li^gkungan sosialnya. Di sisi

informast publik raerupakan salah satu ciri
mokrasi yang nseiy^njung tinggi kedaulatan

ewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.
yang  bergulir  pada  tahun  1998  ditandai
i demokrasi, [transparansi dan supremasi hukum &
li   membawa  perubahan  mendasar   dalam

bermasyarakat,   berbangsa  dan  bernegara.
dari tuntutan reformasi tcrsebut salah satu di
lah ditetapkarjj Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

:r ^ukaan  Informasi Publik yang bertujuan untuk
tats   kelola|| pemerintahan  yang  baik  dan

^ab {goodgovermance) melalui penerapan prinsip-
abilitas, tranafaranai dansupermasi hukum serta

ii rtisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan
lakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

bjukaan Informasi Publik (KTPJ pada tanggal 30 April
ikan  momentum  penting  dalam mendorong
di Indonesia,term.asuk di Kabupaten Bombana.

ini telah memberikan landasan hukum terhadap
intuk memperoleh informasi publik karena melalui

ini  ditetapkan bahwa  setiap Badan  Publik
kewajiba^  dalam menyediskan  dan  melayani
nformasi publik secara cepat,  tepat waktu, biaya
sederhana.  ||

ituan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi

asi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
aerah bahwa mertgelola pelayanan informasi dan
li lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan
)Ia Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimanasalah
fa adalah menyimpan, mendokumentasikan,
ian memberikan pelayanan informasi kepada publik.

tagas tsrsebut, Pemerirttah Kabupaten Bombona
idoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
\mgan Pemerintah Kabupaten Bombana. Dengan

n ini, diharapkan implementasi Undang-undang
formasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak
[p   informasi:  yang  berkualitas  secara

dokumenta;
Pejabat Pen.
satu   tugain
menyediakan
Terkait denga:
menetapk:

(PPID) di li
adanya ped
keterbukaa
publik tei
terpenuhi.

intahPem

orarg
fv. la-li

ip ^role
m j

pengemt
lain, ket
penting Neg it
rakyat untul

Reformaf
dengantunt
HAM. Hal
kehidupan
Konsekuen
antaranya s._
tentang Keijc

raewujudkan
bertanggungji
prinsip akun
melibatkan \p;

publik. Pemb
tentang Keter
2010  merip
keterbukaai)
Undang-Und:
hak^Lr
Undang-U:

mempunyai
permohonai

ringan dan c
Sesuai Ke
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e. Ketua PPID dijabat ole Kepala Bidang Pengelola;
dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi
dan Statistik Kabupaten Bombana

dijabat   Bupati   Bombana dan Wakil Bupati

dijabat Sekretaris Daerah Selaku atasan PPID.
PPID dijabat  bleh Kepala Dinas Komunikasi dan

[ika Kabupaten ^ombana.
'ertirnbangan jterdiri dari Pejabat Eselon II b Setda

n Bombana, Pejabat Perangkat Daerah, Asisten.
anerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asistenl
erekonomian|| dan Pembangunan, Aaisten BidangL

^i iimiiffl| (Jan Staf Ahli Bupati.J p

. Pemb

b.Peng;
c.Atasai

Infon
d.De^a!

Kabul
Bida

PENGELOLAI ||NFORMASI DAN DOKUMETASI
Jif ATEN BOMBANA

;ID;I
erupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk

si nakan.||
. fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik
igan Pemerintah Kabupaten Bombana.
utamakan yang memOiki kompetensi di bidang

2.Keduduican dan Penunjiikkan PPID :
ten Ecmbaha berkedud^kan di Bidang Pengelolaan
in Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan

tika dan Statistik Kabupaten Bombana.
'   '    tian PPID Kabupaten Bombana

1 Bupati Bombana..
3.Susunai (^rganisasi PPID Kabupaten Bombana, terdiri dari:

tnformasi sebagai

INFORMASI Dj

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI PPID

enyelenggarakan pelayanan informasi publik di
it rintah Kabupaten Bombana ditetapkan struktur dan

>i pelayanan tnformasi sebagai berikut:

p
cepat dan tepat

mengumpulkan,
ypkan informasi

it kerjanya secara akurat

cat Daerah mampu menyediak
umentasikan II dan  menya
kegiatan dan|| produk
k menyesatkan.

Pengelola Infort^asi  dan Doku
ikan pelayanan informasi secara

TUJUAN;

Pengelolaan |  Informasi   dan   Dokumentasi

i sebagai acuan bagi setiap Perangk^i Daerah dalam
, pengumpulan, pedokumentasian dan pelayanaan

penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
-.   .    I

b.tugas

diling
c.PPID

A. PEJABAT

I engelolaan Informasi dan Dokumentasi ini meliputi
lengenai ||   penyediaan,pengumpulan,

ian, pendokument^sian, pelaporan dan pelayanan
ik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

C. MAKSUD Dj Ji
1.Maksud:

Pedomar
dimaksu
penyedia in

Dokumei.'

2.Tujuan:
a.Perah

mendo
tentanj
dan fid

b.Pejabat

wakti

i. RUANGLIP
Pedor

penjelasi
pengldasifil'



d ui Fungsi Bidang Sengketa fnforr
1. Tu;ai  Bidang Sengketa Informasi

ie ti mbangan hukiim terkait    re
ie it aduan sengketa informasi.

laksanaan koordinasi dalam rangka penangana
p< nyelesaian sengketa infornaasi; dan.
P 'ialcsanaan vc^iiikasi, laporan, asn ^eicoD^^^^as

i Fungsi Bidang Pelayanan Informasi
1. Tuga s Bidang Pelayanan Informasi yaitu melaksanakan

man informasi publik.
t Bidang Pelayanan Informasi, yaitu:

encanaan program bidang pelayanan

j |
aai^ ^^
an  pertimbangan  termiis   atas   scuap

dalam rangka memenuhi permohonan

.kumei

P ^^yusu
"  ijaka

•elaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan
tasi; dan

. 'elaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan
lformasi dan dokuir.sntasi

n Fungsi Kesekretariatan
Kesekretariatan yaitu;

^ engkoordinasikan, mengkonsoiidasikan program
n kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu

Melaksanakan tugas-tugaa Iain yang diberikan oleh
Ketua PPID.  ||
ngsi Kesekretariatan yaitu:'
Pelaksanaan ^oordinasi   penyusunan  program
pengelolaan informasi dan dokumentasi;
I elaksanaan  koordinasi  penyelenggaraan  tugaa
t idang bidang pada sekretariat;
I elaksanaan koordinasi  dan konsolidasi  dalam
r angka pengumpulan infonnaai dan dokumentaai;
I elaksanaan ^dministrasi  pelayanan informasi
c andokumentaai;
I elaksanaan kgordinasi dalam rangka penyediaan
danpelayanan || informasi publik melalui media

cptak dan elektronik;
Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian
pelayanan informasi dan dokumentasi;
PJeiaksanaan monitoring, evaluasi,  dan pelaporan
kegiatan per.gslclaa^ informasi dan dckumentasi;
o!anI
Untuk   melaksanakan  tugas   dan  fungsinya
Kesekretariatanj'dibannioleh staf sekretariat.

f.  Tuga! dan Fungsi Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi
1.Tuga*  Bidang  Dokumentasi  dan  Klaai^̂ kasi  yaitu

men >elola  danmemberikan  pelayanan  konsultasi
dok\ mentasi dan klasifikasi informasi.

2.Pi nt si Bidang Dokumentasidan Arsip:
- P ^laksanaan perencanaan program doicumentasi

d in klasifikasi; ||
konsultasi ldasililtasi informasi publilc;
danj|   pemeliharaan  informasi   dan



nasi •

•4

menerima permohonan, kemudian mencatat

on dan data tentang informasi yang dimmta.
memberikan  tanda  bukti  raengajukan

n kepada'pemohon.

kemudian meneruskan permintaan
mbantu terkait informasi yang diminl
ban PPIE^^ Pembantu, kemudian Sekreta^j

e uskan ke pemohon informasi.

i ;si Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
nasij|
;nyusun pertimbangan dan pendampingan hukum
am rangka penyelessian sengketa inform ^si;

enyusun  verifikasi  pengaduan  dan  sengketa
ii iformasi;||

nyusun pertimbangan hukum terkait  rencana
psnolakanmemberikan informasi publik yang tidak

iai dengan II ketentuan peraturan perundang-
idangan; dan



d in Fungai Seksi Pengolahan Data
-is Seksi  Pengolahan Data yaitu mengolah dan

beri  pelayanan  konsultasi  dokumentasi   dan
klas fikasi informasi.

2. Fu n{ si Seksi Pengolahan Data yaitu:
perencanaan  program  di  Bidang

akumentasi dan Arsip;
:sanaan kcnsultasi klasiSkasi informasi publik;
itarisasi   jpengklasifikasian  informasi   dan

ikumentasi;  ||
P ^nyusunan pcrtimbangan tertulis atas seti^p

:bijakan daiam rai^ka memenuhi permohonan
formasi.||

melaksanakan  tugas   danfungsinya  Seksi
i^ ^lahan  Data Idibantu oleh Pengelola Data, dengan

yaitu:||
M elaksanakan pengelolaan data dan informasi;
N. elaksanakan pengembangan Si^tem Inibrm^si^

n renqana dan program pengelolaan data
d in informasi; |

umpulkan, mengokh, dan manyajikan data
iformasi; ||i

elaksanakan identifiaksi data dan informasi; . I •
elaksanakan klasifikasi data dan informasi; u |/^

dan Penunjukan PPID Pembantu :
mbantu berkedudukan di Perangkat  Daerah

i||

D;I
> Pembantd:
n Data;
Informasi; | |

•upakan pejabat yang melaksanakat

g||
'embantu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah   ||
> Pembantu yaitu raengelola dan melayani informasi

dokumentasi pads Perangkat  Daerah masing-

| |
4. Tugas PPI >

publik heiti
masing
a. Tugaidai

1. Tugas
men

b. PPID
Perai

ibantu naemOiki kompetensi di bidang pengelolaan
publilc   daii  dokuaien.ta.si  setts peloksonaan

informasi publik.
Drganisasi PPID Pembantu, terdiri dari:

in fungsi PPID di Satuan Kerjanya;
b. PPID

infer: ic
pelay

2.SUi
a.Atasan
b.Ketu^pPID

c.Pengpliihi
d.Pelayai

3.Keduduk^
a. PPID

* ID Pembanti.
P ^mbantu i. PPID

tugas

. PEJABAT | PENGELOLA NFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU

b !a pemohon menganggap informasi vang diueroleh
tai dengan ^ang diharapkan, maka pemohon dapat

if ajukan keberatan kepada atasan langsung PPID.
tanggapan^  Atasan  PPID n'dak  memuaskan

|d4sarkan ketentuan perundang-undangan, pemohon
^engajukan ipen^elesaian eengketa informasi ke

ni si Informasi Publik Provinsi.
melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang-

u g daiam struktur PPID akan berkoordinasi kepada
Pembantu sesuai dengan lingkup kewenangan



koordin^si d^l^m rangk^. pcnang^nan
sengketa informasi;
verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas

lgaduan atau aengketa informasi;
aksanaan   advokaai   penyelesaian  sengketa
>rmasi. Untukj'melaksanakan tugas dan fungsinya
;si  Pelayana^jl  Informasi  dibantu okh Pengelola
ayanan Informasi, dengan tugas yaitu:
'.lenyusua p^rtirnbangan hukum terltait  rencana

lolakan memberikan informasi publik yang tidak
^eauai dengan jketentuan peraturan perundang-
undangan;  |

tyusun pertimbangan hukum atas keberatan

lyeles
b. Pea

per

i Fungsi Seks Pelayanan Informasi
Seksi Pelayanan Informasi yaitu melaksanakan

nan informasi publik.
Bidang Pslayanan Infcrmasi yaitu:

aksanaan perencanaan program Scksi Pelayanan•ft



ur kerja PP^D Pembantu
mengajukan  permohonaj

PID Pembantu;
it menerimd] permchctian, kemudion rnencatatan
>hon dan data tentang informasi yang diminta.

memberikan  tanda   bukti     mengajukan.
kepada pemohon.

kan data informasi yang diminta, bidang klasiilkasi
pengecekan apakah informasi yang diminta

nohon termasuk dalam kategori  dikecualikan.
termasuk data yang dikecualikan, maka bidang

3i mengembalikan ke Sekretariat untuk disamoaikan
kepada pemohon. Sedangkan apabila informasi

ermasuk yang dikecualikan maka permohonan
n ke Bidai-.g I^yanan doku^entasi Inf^rmasi.
^anan Dokumentasi Informasi menyiapkan materi

:kan bahan/data dari Bidang Layanan Dokumentasi
i, sekretariat

menyampaikan informasi kepada pemohon.
ohon menganggap informasi yang diperoleh tidak

dengan yangjj diharapkan, maka pemohon dapat
ukan keberatan kepada atasan langsung PPID

i terjadi sengketa informasi.
al terjadi sengketa, Bidang penyelesaian Sengketa
can ^paya uiitulc menyelesnikan se^gl^et^.
J informasi yang disampaikan oleh Sekretariat sudah
detvg ^̂v   harapan  pemohon  alau h^^il  dari
aian sengketa cukup memuaskan pemohon, akan
m informasi ^selesai
hasil penyelesaian sengketa yang dOakukan oleh

Penyelesaian Sengketa dianggap oleh pemohon tidak
tkan, maka dimintakan mediasi ke Komisi Informasi

Provinsi.    II
melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang-
dalam struktur PPID akan melakukan koordinasi dan
iasi kepada PPID Pembantu sesuai dengan lingkup
tigan masing-masing.

iAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT
PENG ELOlA INFO RMASIDAN

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

layaj

meldkii!
j.k

sesu^i
peny^i. s

pelayai i:
k. Apabili

Bidang
memYi isl
Daerah1 ^-

1. Dalam

bidanj
kcr.f

kewe

g. SekrttuTi
h. ApatulE —

sesuai

menga 1

an

at



si  publik sebagaimana digambarkan dalam
lunjukkan bahwa:

tugas pokok dan ftjisgsi Satuan Kerjanya;
sgiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjai

mperhatikan tahapan

ir 3 merupakan pejabat
l tugas pokok dan fungsi

Alur infor ns
tersebut, i u

6

5. Penyedia Hrif
sebagai beijik

a. Mengerjal

i yi ng dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas
dengan  tugas  pokok  dan  Hmgsi masing-raasing

j ^crah.||
ng dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan

r ;ip statis maupun din amis.
4. Pejabat seim ^aimana dimaksud dalam bu

yang bertanggungjawab dalam pelaksanat
Perangkat jDaerah bersangkutan.

isi dilaksanakan dengan

Pemernta|abupaten Bombana dalam kegiatai
pencumpulah i lformasi adalah :
1. Pengumpi. I^'"  i-^—~s i^=.

hatikan oleh !:tiap Perangkat Daerah

;layanan informasi di seluruh Perangkat Daerah pada
Lten  Bombana  dilakukan melalui kegiatan yang

AN pAN F

in i telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap
satuan ker

2. Infoi
dan relev

Perangkat
3 - Infoi J118.31

arsip, baik

iataj

A. FENGUM
Beberapa

Pengelolaan dar.

Pemerintah Ka
meliputi:

a.Pengus
b.Pengkl

BABIII
,1E PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
MENTASIAN pAN PELAYANAN INFORMASI



sifikasi informasi diiakukan meialui rapat pimpinan.
pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua

u informasi yang bersifat publik dan informasi yang

g bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek
eliputi:||
ang wajib diaediakan dan diumumkan secara berkala

[tang  profil Pemerintah Kabupaten Bombana,
iputi informasi tentang kedudukan atau domisili
amat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan

;as dan fungsi serta unit unit dibav.-ahnya, struktur

dan gambaran umum tiap Perangkat Daerah;
informasi |entang program dan/atau kegiatan yang

alankan daiam lingkungan Pemerintah Kabupaten

3.Inforjn; isi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau
pejabai pemerintah Kabupaten Bombana;

4.Infor m isi tentang lapbran keuangan yang meliputi rencana
)ran realisasi langgaran, neraca dan daftar asset dan

i.
5.Ring! ^a lan  tentang | Peraturan,  keputusan,  dan/atau

kebijiian yang mengikat  dan/'aiau berdampak bagi publik
yang ii celuarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana;

6.Infor n: lsi tentang hate dan tata cara memperoleh Informasi
Publi... serta tata cara pengajuan keberatan serta proaea
peny ;lt saian sengketa informasi Publik berikut pihak-pihak
yang )e rtanggungiawab yang dapat dihubunei;

7.Infor ni lsi  tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan

! ing atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat
Pern; n ^tah  Kabupaten  Boinbaiia  niaupun pihak  yang

itkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah
n Bombana", I

i tentang pengumuman pengadaan. barang dan jasa
ngan peraturan perundang-undangan terkait;

9. Inforjn si tentang prosedur peringatan dini dan prosedur I
keadaan   arurat  di  setiap kantor  Pemerintah^ i

Kab4>a]ten BombanaJ t/S

irmasi publik di  unit  kerja Perangkat   Daerah
. tanggung jawab pimpinan Perangkat Daerah.
•masi publik | ^yang dikelola oleh Perangkat  Daerah

ahnya.J

maai publik di Perangkat Daerah disampaikstn ke
P1D Pembantu.
tasi publik yang diterima oleh Pusat Data diolah dan
untuk kepentingan pelayanan informaai yang
:h PPID.  ||

asian informasi
informasi dilakukan berdasarkan ketentuan

rundang-undangan.

informasjj di^jukan olsh Perangkat Daerah yang
rian dalain mengelola kegiatan, anggaran dan

i. P
1.Pengkli

peraturan b(
2.Usulan klapii

memilik ken
adminietrasi



Lggang}

rbendaharaan
n bombana;
strategis || dan

n Bombana;
mengenai | j  kegiatan pelayanan Informasi Publik
sanakan,   sarana  dan  prasarana  layanan

Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber
yang Jmenangani layanan informasi beserta
anggaran layanan informasi publik serta

enggunaannya;
a hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi
at berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
ian sengketa sebagaimana dimaksud dalasi Pasa!
g-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
ng I^ikeoualika^
biik dikecuaiikan secara limitauf berdasarkan pada

U adang-Undang KIP, yaitu apabila dibuka dapat;
b ambat proses penegakan hukum;

Lggu kepentingan perlindungan hak atas kekayj
l dan perlindungan dari persaingan usaha tidal

kerja   Pemerintah

Pemerintahinventaris

Publik yang wajib diumumkan :
itu inform asi yang dapat mengancai
n ketertiban umum antara lain :
csi tentang |(bencana alam seperti kekeringan,
tr^il hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman^

dc, wabah, kejadian luar biaaa, kejadian antariksa atau
bend a angkasa;

tentang J^eadaan bencana non-alara seperti
industri alau teknologi, dampafc industri, ledakan

pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
ta sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar
>ok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

isi tentang jenis^ persebaran dan daetah yang m^njadi
penyakit yang berpotensi menular;

ssi  tentang  jfacun  pada  bahan  niakanan  yang
imsi oleh masyarakat; atau
ei tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
pubiik yang wajib tersedia setiap saat yang sekurang-
i terdiri atas : ||
Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan
ntah Kabupaten Bombana; tidak termasuk informasi
:kecualikan. ||
asi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebiiakan
ntah  Kabupaten  Bombana dan  latar  belakang
^angannya;  ||
rat  perja^jian Psinsrintah Ka.bupa.ten bombana
i pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

enyvtrat  pimpinan  atau  pejabat   Pemerintah
n Bombanajl daiam rangka pelaksanaan tugas pokok
inya;||
rat  perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau

an  Pemerintah  Kabupaten  Bombana berikut
pendukungnya, dan laporan penataan izinyang

serta merta
it hidup orang

PasallTllI
1.Mengt:
2.M.

5.Infer-
dikoL

6.Inform
:. Inform As

kurangnj
1.Daftar

Pemlr.

yangd
2.Inform

Pemer

b. Inform

adalah
banyak
1. Inf



>ulan dan klasiiikasi informasi di Lingkungan PPID
jmbana dapat digambarkan sebagai bcrikut :

hayakan pertahanan dan keamanan Neeara:
lgkapkan kekayaan alam;
tan ketahanai^ ekonomi nasional;
:an kepentingin hubungan hisr negri;
igkapkan isi jakta otentik yang bersifat pribadi dan
in terakhir ataupun wa^^t aeseorang;
igkap rahasia pribadi seseorang;
indum atau surat-surat antar Pemerintah Kabupaten

yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali ataa
Komisi Informasi atau pengadilan; dan
i publik yan^tidak boleh diungkapkan berdasarkan

!-Undang.



i yang dibutuhkan,

slian inforn
setiap satuan Kerja.

^rmasi :    ||
?iper^udah. pencarian informas

^jkan kodefikasi.
ngkodean ditentukan oleh masing-masing Perangka^ J

Penyimpanat j InformasL

dengan jenis kegiatannya.

i melalui validasi

informasi meliputi:

untuk m;

pendokumentki

i dcat Daerah membuat ringlti

Penjelasan
Tahanan p sr gumpulai

1.PPID Htama berkoordinasi dengan PPID Pembantu untuk
in akan per.gumpulan inforrnasi yang dikuasai.

Peng in pulan informasi dilakukan oleh PPID Pembantu
dengan melengkapi DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKUA ^AI yang didesiminasikanoleh PPID Utama.

2.PPln Utama sebagai |Badan Publik juga harua melengkapi
DAFJAE INFORMASI  PUBLIK. Dari tahap  ini  akan
menghi silkan Daftar Informasi  yang    dikuasai    PPID

ian informasi
berkoordinasi dengan PPID Pembantu un1

inakan klasifikasi informasi. Klasilikasi infor
an oleh PPID Pembantu dengan melengkapi DAFTAR
^ASI PUBLIK yang didesiminasikan oleh PPIDUtai

2.PPID | I 'embantu tnelakukan pengklasifikasian informasi
rkan Daftar Informasi Publik msngacu pada ketentuai

kate^or isasi informasi menurut Undang-Undang
Keterbi kaan Inforroasi Publik, Informasi Publik berkala,
informs si pubiik sertamerta, informasi publik setiap e
inform^ si yang dikecualikan.

3.PPID Utama sebagai |  Badan Publik juga haras melengkapi
Daftar Informasi Publik. Dari tahap ini akan menghasilkan
daftan i lformasi yang j^jersifat terbuka dan dikecualikan PPID
Pembai .tu. Daftar  informasi yang dikuasai dan. bersifat
.erbuta akan menjadijjusulan PPID Pembantu kepada PPID
Utamk i ntuk ditetapkan sebagai bagian materi daftar inforc
publik. Daftar informasi yang dacecualikcn slcon masuk pada

mgecualian informas"

C. PENDOKUMEIITASIAN INPORMASI
Pendokumen^a dan informasi jadalah kegiatan penyimpanan data dai

tan dan/ata^] keterangan yang dibuat Perangkat
lgku^gan Pemerintah Kabupaten Bombana guna
PID dalam II melayani permintaan informasi.
•:-n informasi|,di]aksanakan sesuai dengan peraturan

igan bidang kearsipan dan peraturan dibidang tata
lg berlaku dill lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pendokumen
perundang-i

persuratan
Bombana.

Tahap an dali
1.Deskripsi

Setiap Per^
jenis infort

2.Verifikasi
Setiap info

3.Otentikasi
Dilakukan

4.Kodefikasi
a.Untuk i i_

maka di a!
b.Metode

Daerah
5.Penataan



Pemberitahuai

li  Ltangani oleh pemohon informasi pubUk.
rr.emenuhi permintaan ir.formasi sesuai dengan yang

oleh  pemohon/pengguna  informasi.   Apabila
in: isi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan,

menyampaikan  alasan sesuai  dengan  ketentuan
n Perundang-undangan.

5. Petu^a i memberikan^   Tanda Bukti  Penyerahan Informasi
epada Pengguna Informasi Publik.
nemenuhi dari! melayani permintaan dan kebutuhan

pemih >n/pengguna jinformasi publik, PPID melalui desk
layaAa l informasi publik, memberikan layanan langsung dan
layana i melalui media'cetak dan elektronik.

2. Janglta Woif. PenyeJe^aian | |
. Proses pe lyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon

--*--— ~-i publik dilakukan setelah pemohon informasi publik
persyaratari yang telah ditentukan.

^ ipi permintaan infor

>eiyelesaian dilaksanakan paling lambat  10 fsepuluh)
tejak permohonan diterima oieh PPID. PPID wajib ^

1  *     lasi  melalui pemberitahuat

b. Waktu
harikerj

sesuaid ;ngan formulir permintaan inf<

ditaijdi

telabldti
. Petuga s

inforin

_mberikan^ tanda bukti  penei
inforjm si publik kepaiia pemohon informa^

IF DRMASI
*elayanan Infon

^nuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan
i^guna infor^ a si publik, merciberikan lay an an
layanan melalui media cetak dan elektronik:

informasi secara langsung, yaitu layanan informa^

; dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan
pelayanan sebagai berikut:
1  informasi || datang ke  desk layanan informasi

igisi   formulir   permintaan  inforraai
^irkan  fotocopy  KTP  pemohon  dan  penggunj

inforjt
tnaan-permintaai

publik
Petu^js '• memproses permintaan pemohon informasi publik

dengan formulir permintaan informasi publik yai
latangani oleh pemohon informasi publik.
anenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang
)leh  pemohon/pengguna  informasi.   Apabila
ang diminta masuk dalam kategori dikecualikan,

PPIfi i lenyampaikanj'alasan  sesuai     dengan  ketentuan
in perundangan.

memberikan Tanda Bukti  Penyerahan Informasi
^pada Pengguna Informasi Publik
formasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu

publik y^ng ter^edic dsn di^muxnk^n sec^rci berknla
dilayani i nelalui websit^ yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
"— *-—media cetak yang tevsedia,

informasi datang ke desk layanan informasi dan
formulir permintaan informasi dengan melampirkan
KTP pemohon dan penggunaan informasi.
memberikanjj tanda bukti penerimaan permintaan
i publik kepada pemohon informasi publik

iproses pennintaan pemohon informasi publik
publik yang telah

Publik^
b. Layanaji:

D. PELAYANAN
1. Mekani

Untuk
pemohi



[gelolaanjl
iporan atas pelaksan
kepada atasan PHD;

i pelaksani;r ibantu meny
kepada PFiD;

ipaikan
ry, man informas

ipersiapkan |ldaftar pemohon dan/atau pengguna

fang akan ditolak;
ngadakan r^ipat koordinasi dengan melibatkan
Daerah yang ^erkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja

:t permobonan diterima PPID;
u tusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara
' '  igani oleh seluruh peserta rapat;

1 rapat di dokumentasikan secara baik
ikan memberikan tanggapan atas keberatan yang
pemohon informasi publik secara tertulis:
upersiaokan |j daftar  keberatan yang disampaikan

pemoho^ Jan/atau pengguna informasi;
:n gadakan rapat; koordinasi dengan melibatkan rangkat

!g terkait paling lar^bat 3 (tiga) hari kerja setelah surat
an diterima PPID;
itusan rapatjl koordinasi dituangkan dalara berita
ditandatangarii oleh seharuh peserta rapat;

rapat (^idokumentasikan secara baik.
;ta informasi

yiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
usun kajian dan pertimbangan hukum'- untuk
kepada Atasan PPID:

sengketa informasi berlanjut ke komisi Informasi
UN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan
vk penyelesaiSLn senglieta infcrmasi.

igai berikut:   ||
"can |]di

P1U!

ipaik an

b.PPID
Daerah;
permol

c.Hasii k.

acaraya
d.Hasii k

3.Penyeles

a.PPID
b.PPID

disamj
c.Pada saat

Publik,
hukum

4.Pelaporan
a.PPID I

tugas
b.PPID

dan pel

.erimct,    m^k^ dalam ^urat
ta auan  juga  dicantumkan matcri   informasi  yang

iformasi, apakah dalam bentuk soft copy atau
biayajjapabila dibutuhkan untuk keperluan

di tan atau perekaman. Bila permintaan informasi
ir aka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan

berdasarkan Undang-Undang KIP.

BAB IV
p^nVelesaian sengketa informasi

si Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan
informasi yang berkaitan dsngan hak msiaperoleh
informasi |^  berdasarkan peraturan perundang-

penyelesaian sengketa inforraasi di PPID
ia secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Sengketa
e  Penyelesaian Sengketa Informasi,  dilakukan

i menolak memberikan informasi publik yang tidak
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan

Sengketa Infon i;
publik dan pig ^„
dan mengguna ci
undangan, Fui

Kabupaten Bomi
iformasi. Meka^i

sebagai berikut:
1.PPID yanj

sesuai deng
prosedur sf
a.PPID ike

informaki
b.PPID jni

Perangkaf
seteJah J

c.Hasii ke
yang dit

d.Hasilki
2.PPID yai

disampaik
a. PPID

jermintaan informasi ditolak. dan perpanjang waktu
i pemohonan diterima atau ditolak.
ibutuhkari perpanjangan waktu, maka selambat-
(tujuh)  hari kerja sejak tanggapan pertama

itan

diter

lambati
diberiki

d.Jika p
pembei
diberii
data tei
pengga
ditolak,

mbs.tr y;



pemberi
si;dan

am sengketa informasL
sebagaimana dimaksud pada huruf a, hiiruf b dan

li adikan bahan ^saluaBi dan pembinaan lebih lanjut oleh
s Daerah;||
^i  ^!*Li^.si  Bebagaimana.  dimaksud  pada  huruf  d.

:  kepada publi^.

i atas pelaksanaan tugas PPID Vtama dan PPID
di bebankan pada anggaran Fendapatan dan Beianja
in paten bombariadan sumber lain yang sah dan tidak

ata^   permintaandan  penolakai

5. Biaya
Pembiayaa

Daerah Ke
meng

si ^agaimana dimaksud pada huruf ameliputi:
•ermintaan informasi yang diterima;
ang diperJukan dalam memenuhi setiap penninta

c.Laporan

1. Jumli h
2 Wakt

3.Jumlah
infoi

4.Jun
d.Laporan

huruf c
Sekretai

e.Hasil


